BUPATI BANTUL

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR  03   TAHUN 2003
TENTANG

PENANGGULANGAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

Menimbang  
: 
a. 
bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan potensi penyebaran Severe Acute respiratory Syndrome (SARS) di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan upaya kewaspadaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan sars bagi masyarakat Kabupaten Bantul;


b. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Bupati Bantul tentang Penanggulangan Severe Acute respiratory Syndrome (SARS) di Kabupaten Bantul.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);



2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 20)



3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);



4.
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;


5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 123, 14 dan 15;

Memperhatikan :
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.443.2/359/05DA, perihal Pencegahan dan Penyebaran SARS di Indonesia
M E N G I N S T R U K S I K A N :
Kepada
:
1.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;


2.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;



3.
Direktur Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;



4.
Kepala PUSKESMAS se Kabupaten Bantul;


5.
Camat se Kabupaten Bantul;



6.
Lurah se Kabupaten Bantul;


7.
Dukuh se Kabupaten Bantul.

Untuk


:

PERTAMA

:
a. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul :






1.
melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya penanggulangan SARS;







2.
menetapkan langkah-langkah upaya penanggulangan SARS sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah;







3.
menetapkan petunjuk teknis penanggulangan SARS berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.






b.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul :







1.
menyiapkan informasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih bekerja serta baru pulang dari negara-negara yang terjangkit SARS (Cina, Hongkong, Singapura, Taiwan);







2.
melakukan pelacakan terhadap TKI yang baru pulang dari negara-negara yang terjangkit SARS, berdasarkan laporan dari Lurah.






c.
Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :







1.
menyiapkan sarana prasarana khusus untuk mengantisipasi apabila terdapat kasus yang secara medis dapat diduga sebagai SARS;







2.
melakukan tindakan secara dini dan cepat terhadap pasien yang dapat diduga terjangkit SARS;







3.
melakukan upaya rujukan kepada pasien yang diduga terjangkit SARS ke Rumah Sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan penanganan SARS di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.






d.
Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Bantul :







1. 
melaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul apabila mendapatkan laporan kasus yang diduga sebagai gejala SARS dari Lurah atau Camat untuk dilakukan pelacakan tidak lebih dari 24 (duapuluh empat) jam;







2.
segera melakukan upaya rujukan apabila terdapat kasus yang dapat diduga gejala SARS kepada rumah Sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan penanganan SARS di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.






e.
Camat se Kabupaten Bantul, agar segera melakukan pemantauan serta menindaklanjuti laporan dari Lurah di wilayah kerjanya kepada Instansi serta pihak-pihak yang terkait.






f.
Lurah se Kabupaten Bantul :







1.
berdasarkan laporan dari Dukuh, segera melaporkan warganya yang menjadi TKI pada negara-negara yang terjangkit SARS kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, dengan tembusan :








a)
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;








b)
Camat setempat;








c)
Kepala PUSKESMAS setempat;







2.
segera melaporkan apabila ada TKI yang baru pulang dari negara-negara yang terjangkit SARS kepada instansi sebagaimana tersebut nomor 1 huruf f;






g.
Dukuh se Kabupaten Bantul :







1.
melaporkan warganya yang menjadi TKI pada negara-negara yang terjangkit SARS, serta segera melaporkan apabila terdapat warganya yang baru pulang sebagai TKI dari negara-negara dimaksud kepada Lurah;







2.
bersama kader kesehatan yang ada di wilayahnya melakukan pemantauan terhadap TKI yang baru pulang dari negara-negara yang terjangkit SARS, dan segera melaporkan kepada Lurah apabila terdapat gejala antara lain demam tinggi (38 derajat C), serta batuk-batuk disertai sesak nafas.

KEDUA
:
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berwenang untuk melakukan koordinasi kepada instansi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA serta pihak-pihak lain yang terkait.
KETIGA
:
Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.
KEEMPAT
:
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.













Ditetapkan di Bantul













Pada tanggal 19 May  2003

 












BUPATI BANTUL












M. IDHAM SAMAWI

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.
Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY;

3.
Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4.
Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

